GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 383/KPTS/BAPENDA /2025
TENTANG

SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK

Menimbang

Mengingat

1.

NAMA KENDARAAN BERMOTOR
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3} huruf a
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dokumen yang digunakan sebagai
dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, antara lain Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD);

bahwa besaran pokok Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% (enam puluh
enam persen) dengan dasar pengenaan Paj Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen
yang digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Spesifikasi Teknis dan Gambar
Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak
Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);




